BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aset bersejarah (herritage asset) adalah merupakan kekayaan suatu negara yang
harus dijaga keberadaannya. Aset bersejarah bisa menjadi suatu identitas atau icon suatu
negara yang memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sosial. Aset bersejarah
dapat menjadi sarana pendidikan, pembentukan karakter dan moral, dan bahkan menjadi
sumber penerimaan negara yang bersumber dari kunjungan wisatawan asing atas pesona
keindahan, kemegahan, dan keunikan aset-aset bersejarah tersebut.

Pentingnya konservasi aset sejarah tersebut harus menjadi perhatian serius dalam hal
pengelolaannya agar aset-aset tersebut tetap ada dan lestari hingga generasi berikutnya
dapat juga menikmati bukti sejarah yang konkret tersebut.

Berkaitan dengan pengelolaan aset bersejarah, tentu sangat berkaitan dengan
pelaporan akuntansi aset bersejarah tersebut dalam standar yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mewujudkan suatu standar pengelolaan aset bersejarah yang baik, tentu pemerintah
harus menetapkan standar pelaporan aset bersejarah tersebut dalam standar akuntansi yang
berkaitan dengan pertanggung jawaban pengelolaan aset bersejarah tersebut.

Terdapat banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang apa sebenarnya aset
bersejarah(heritage asset). Menurut Carnegie dan Wolnizer (1995), aset besejarah
bukanlah aset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau secara
alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah. Berbeda halnya
dengan Micallef dan  Peirson  (1997), mereka berpendapat bahwa aset bersejarah
tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca.Hal ini tentunya masih menjadi
perdebatan bagi para akuntan. Sebelum ada definisi hukum untuk aset bersejarah ini tentu
para ahli sulit untuk menentukan bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset
tersebut baik dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajiannya.

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah cenderung bervariasi tergantung pada
sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut. Kedua sifat tersebut
tidak dapat dipisahkan karena berkaitan satu sama lain. Menurut Barton (2000), aset

bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai “aset layanan”, sedangkan



menurut Pallot (1990,1992) aset bersejarah harus disajikan dalam kategori yang
terpisah dari asset sebagai “aset daerah”. Perbedaan tersebut memicu timbulnya kesulitan
dalam menentukan satu ukuran atau standar yang tepat guna diaplikasikan bagi entitas
yang mengelola aset bersejarah maupun aset itu sendiri.

Adanya perbedaan pandangan dalam menentukan metode yang tepat dalam
penilaian, pengukuran, penyajian serta pengungkapan bagi aset bersejarah menyebabkan
pemerinyah sebagai pihak pengelola aset bersejarah mengalami kesulitan untuk
menentukan suatu standar pengeolaan ddan pertanggung jawaban aset besejarah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 menjadi
yang diadopsi dari IPSAS menjadi standar yang telah ditetapkan dan menjadi solusi yang
dibutuhkan terhadap permasalahan praktik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan
penelitian lebih lanjut melalui judul ““ Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi
Kasus Pada Pengelolaan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon) .
Mengingat saat ini lembaga pengelola aset daerah harus menyajikan laporan keuangan aset
bersejarah berdasarkan standar yang berlaku, maka penelitian ini akan melakukan kajian-
kajian dan analisa terhadap penyajian laporan keuangan lembaga pengelola aset bersejarah,
apakah telah sesuai dengan standar akuntansi penyajian aset bersejarah yang berlaku.

Balai Konservasi peninggalan Borobudur merupakan Unit Pelayanan Terpadu di
lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata untuk menangani candi Borobudur yang telah selesai dipugar memerlukan
perawatan, pengamatan dan penelitian terus menerus, maka pada tahun 1991 berdirilah
Balai Studi dan Konservasi peninggalan candi Borobudur.

Fungsi Balai Konservasi Borobudur sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenaga
teknis dalam bidang konservasi dan pembugaran. Balai Konservasi peninggalan Borobudur
menjadi pelaksana pelatihan tenaga teknis konservasi dan pemugaran untuk institusi
tingkat nasional dan internasional. Disamping itu Balai Konservasi peninggalan Borobudur
juga membantu konservasi peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia bahkan
di Negara Asia Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.
40/0T.001/MKP-2006 tanggal 07 September 2006 Balai Konservasi peninggalan
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Borobudur mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dibidang konservasi, teknik sipil,

arsitektur, geologi, biologi, kimia, arkeologi dan melaksanakan pelatihan tenaga teknis

konservasi serta perawatan Borobudur dan peninggalan dan purbakala lainnya.

Rumusan Masalah

Untuk melakukan analisis dan penelitian lebih lanjut ditentukan rumusan masalah

sebagai berikut:

1.

Metode apa yang digunakan untuk melakukan penilaian aset bersejarah Balai Konservasi
Norobudur yang meliputi : Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon?
Bagaimana dinas terkait melakukan peyajian dan pengungkapan pelaporan aset bersejarah
pada Balai Konservasi Borobuur : Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon di
dalam laporan keuangan?

Apakah perlakuan akuntansi aset bersejarah di Balai Konservasi Borobudur : Candi
Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon telah sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Melakukan kajian dan analisa metode penilaian aset bersejarah Balai Konservasi

Borobudur

Menjelaskan upaya dinas pengelola aset bersejarah dalam usahanya menyajikan
laporan keuangan aset bersejarah yang meliputi pengakuan, dan pengungkapan Candi
Borobudur, candi Mendut dan Candi Pawon.

Menganalisa kesesuaian penerapan standar akuntansi yang berlaku terhadap pelaporan
akuntansi aset bersejarah oleh lebaga pengelola aset bersejarah Candi Borobudur,

Candi Mendut dan Candi Pawon.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:



1.

Bagi pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan
khususnya metode pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset-aset bersejarah
lainnya yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat
terpenuhinya karakteristik kualitatif atas informasi dalam laporan keuangan yang
dapat dipahami, relevan, material, andal, memiliki pertimbangan yang sehat dan
lengkap, sehingga akan meningkatkan kualitas dalam pelaporan kuangan yang

bermanfaat bagi pemerintah khususnya dan bagi masyarakat pada umunya.

Bagi peneliti

Mengenalkan pada peneliti akuntansi mengenai adanya pengaruh aspek
kebudayaan dan sejarah dalam praktik akuntansi, yang mempengaruhi standar
penyajian laporan keuangan untuk aset bersejarah, sehingga dapat memicu
munculnya penelitian dan perbaikan pengetahuan akuntansi yang bersifat kontekstual.



